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Pendahuluan
Desa merupakan kesatuan masyarakat hukum yang memiliki kewenangan untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan
serta pembangunan di wilayahnya sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014. Dalam konteks
pembangunan nasional, desa menjadi basis utama pembangunan sehingga diperlukan sistem pendataan dan pemantauan yang
mampu menggambarkan kondisi pembangunan desa secara akurat, objektif, dan berkelanjutan.

Indeks Desa sebagai Instrumen Pembangunan

Sebagai tindak lanjut dari kebijakan pembangunan desa,
pemerintah menetapkan Indeks Desa melalui Permendesa
PDTT Nomor 9 Tahun 2024. Indeks Desa merupakan aplikasi
pengukuran tingkat kemajuan dan kemandirian desa yang
digunakan sebagai dasar perencanaan, evaluasi, serta
penentuan intervensi pembangunan dengan menghadirkan 6
dimensi meliputi layanan dasar, sosial, ekonomi, lingkungan,
aksesibilitas, dan tata kelola pemerintahan desa. Indeks Desa
juga menggantikan Indeks Desa Membangun (IDM) dengan
cakupan penilaian yang lebih komprehensif. 

Status Desa Nilai Indeks Desa Jumlah Desa

Mandiri 79,63% ≤ ID ≤ 100% 20,503

Maju 69,35% ≤ ID ≤ 79,62% 23,579

Berkembang 57,39% ≤ ID ≤ 69,34% 21,813

Tertinggal 49,49% ≤ ID ≤ 57,38% 4,672

Sangat Tertinggal 0% ≤ ID ≤ 49,48% 4,694

Tidak Memenuhi Kriteria - 4

Sumber: Keputusan Menteri Desa Pembangunan Daerah Tertinggal, 
dan Transmigrasi Nomor 343

Tabel 1. Rekapitulasi Status Kemajuan dan Kemandirian Desa



Dimensi Sub Dimensi Capaian Target Keterangan

Layanan Dasar Pendidikan; Kesehatan; dan
Utilitas Dasar

23.15% 26.77% APM PAUD & SMA rendah,
kepesertaan BPJS minim.

Sosial
Aktivitas; Fasilitas
Masyarakat

11.97% 13.39%
Tidak adanya ruang publik dan
frekuensi gotong royong yang
rendah.

Ekonomi
Produksi Desa; Fasilitas; dan
Pendukung Ekonomi

23,056 25.20%
Tidak adanya pasar desa, kegiatan
ekonomi kreatif, dan layanan
keuangan resmi.

Lingkungan Pengelolaan Lingkungan;
dan Penanggulangan

11.65% 14.17% Tidak ada pengolahan/pemanfaatan
sampah & EBT.

Aksebilitas Kondisi Akses Jalan; dan
Kemudahan Akses Jalan.

7.71% 7.87% Permasalahan kecil pada angkutan
perdesaan.

Tata Kelola
Pemerintah
Desa

Kelembagaan dan
Pelayanan Desa; dan Tata
Kelola Keuangan Desa

9.77% 12.60%
Tidak mencapai target karena
musyawarah desa minim dan
PADes menurun.

Total Nilai Indeks Desa 83.17% 100.00%

Pendahuluan
Berdasarkan hasil pengukuran, Desa Keper
memperoleh nilai Indeks Desa sebesar 83,17%
dan diklasifikasikan sebagai desa mandiri. Dalam
pelaksanaannya, implementasi Aplikasi Indeks
Desa di Desa Keper masih menghadapi berbagai
kendala. Terdapat kekosongan jabatan Kasi
Pemerintahan sehingga pengelolaan aplikasi
dijalankan oleh Kasi Pelayanan sebagai operator
desa. Perubahan sistem dari Indeks Desa
Membangun (IDM) menjadi Indeks Desa (ID) juga
menuntut penyesuaian pada dimensi, indikator,
serta mekanisme pengisian data yang lebih
kompleks. Selain itu, pemahaman penggunaan
sistem sebagian diperoleh secara mandiri karena
bimbingan teknis masih terbatas, serta terdapat
kondisi teknis pada aplikasi seperti data dan skor
yang tidak dapat ditampilkan kembali setelah
verifikasi serta akses sistem yang melambat
ketika mendekati batas waktu pengisian data.

Sumber: Diolah dari Indeks Desa Keper.

Tabel 2. Capaian Dimensi Indeks Desa Keper



Pendahuluan
Putri dan Agustina, (2025) 

“Implementasi Permendes PDTT
Nomor 2 Tahun 2016 tentang 

Indeks Desa Membangun dalam 
Kebijakan Pembangunan 

Desa Randegan”. 

Indriani, (2025) 
“Implementasi kebijakan Indeks Desa
Membangun (IDM) di tingkat Dinas

Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
Kabupaten Sumedang”. 

Maharani et. al, (2025) 
“Implementasi Aplikasi BUMDes-KU

Dalam Meningkatkan Kualitas
Pelayanan Pada Badan Usaha Milik
Desa (BUMDes) Kerta Sari Utama

Desa Kesiman Kertalangu”.

 Meskipun beberapa penelitian telah membahas implementasi sistem berbasis e-government di tingkat desa, belum banyak kajian
yang secara spesifik menganalisis implementasi kebijakan Indeks Desa pasca perubahan dari Indeks Desa Membangun (IDM) dengan
menggunakan perspektif teori implementasi kebijakan Charles O Jones. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis implementasi
Indeks Desa Berbasis Aplikasi Web untuk Pendataan dan Pemantauan Pembangunan di Desa Keper, Kecamatan Krembung.



Pernyataan Penelitian (Rumusan Masalah)

Bagaimana implementasi aplikasi Indeks Desa
berbasis web dalam kegiatan pendataan dan
pemantauan pembangunan di Desa Keper Kecamatan
Krembung Kabupaten Sidoarjo?



01 04

02 05

03 06

Jenis Penelitian
Pendekatan penelitian yang
digunakan adalah kualitatif
deskriptif.

Fokus Penelitian
Analisis Implementasi Indeks Desa
Berbasis Aplikasi Web untuk
Pendataan dan Pemantauan
Pembangunan di Desa Keper,
Kecamatan Krembung

Teori Implementasi
Charles O. Jones 
1.Organisasi
2.  Interpretasi
3.  Aplikasi 

Metode
Lokasi Penelitian
Teknik purposive sampling, yaitu
Kasi Pelayanan dan Bendahara
Desa Keper.

Teknik pengumpulan data
1.Observasi, 2. wawancara,
3.dokumentasi.

Analisis Data
1. Pengumpulan data
2.  Reduksi Data
3.  Penyajian Data
4.  Penarikan Kesimpulan



Organisasi1
Nama

Pendidikan
Terakhir

Jumlah Desa Bimtek

Suci
Isnaini,
S.H

S1

Kasi
Pelayanan
sekaligus
Operator

Indeks Desa

Sosialisasi
dan teknik
percepatan

kegiatan
pendataan
tahun 2025

Sarana/Prasarana Spesifikasi

Laptop Lenovo 81WH
Wi-Fi Indihome 50 Mbps
Printer Epson L310
Printer/Scanner Brother DCP-L25400W

Implementasi Aplikasi Indeks Desa di Desa
Keper belum didukung struktur organisasi
yang ideal akibat kekosongan jabatan Kasi
Pemerintahan, sehingga pengelolaan
aplikasi dialihkan kepada Kasi Pelayanan
dan terjadi pelaksanaan tugas di luar
tupoksi. Pengoperasian aplikasi dilakukan
oleh satu orang operator yang telah
mengikuti sosialisasi dan mampu
beradaptasi dengan teknologi, namun
masih memerlukan pendampingan
lanjutan. Sarana dan prasarana pendukung
telah tersedia dan cukup memadai,
sehingga kendala utama implementasi
lebih disebabkan oleh aspek organisasi dan
sumber daya manusia.

Hasil dan Pembahasan
Tabel 3. Pelaksana Aplikasi Indeks DesaGambar 1. Struktur Organisasi 

Pemerintah Desa Keper

Sumber: Diolah Peneliti dari Pemerintah Desa Keper.

Tabel 4. Sarana Prasarana Penunjang 
Keberhasilan Aplikasi Indeks Desa

Sumber: Diolah Peneliti dari Pemerintah Desa Keper.



Interpretasi2 Hari/
Tanggal

Tempat
Materi

Sosialisasi
Keterangan

Rabu, 19
April
2025

Ruang
Rapat. Lt.
2 Dinas

Pemberda
yaan

Masyaraka
t dan Desa
Kabuoaten

Sidoarjo

Pendamping
an Indeks

Desa 2025.
Tidak Hadir

Rabu, 7
Mei
2025

Vila
Pemda

Sidoarjo
Delta
Loka,

Pasuruan

Sosialisasi
dan teknik
percepatan

kegiatan
pendataan
tahun 2025

Hadir

Indikator interpretasi menunjukkan bahwa pemahaman
perangkat Desa Keper terhadap kebijakan Indeks Desa
masih dipengaruhi oleh perubahan dari Indeks Desa
Membangun (IDM) menjadi Indeks Desa yang membawa
dimensi, indikator, serta mekanisme penilaian baru.
Meskipun operator telah mengikuti sosialisasi dan
bimbingan teknis yang diselenggarakan oleh DPMD Kab.
Sidoarjo dan Pemerintah Kec. Krembung dalam
praktiknya masih terdapat kesulitan dalam menafsirkan
seluruh indikator, sehingga pelaksanaan cenderung
berorientasi pada pencapaian nilai desa mandiri daripada
menggambarkan kondisi pembangunan desa yang
sebenarnya. Kondisi ini menunjukkan bahwa interpretasi
kebijakan masih perlu diperkuat agar Indeks Desa
berfungsi sebagai alat evaluasi dan monitoring
pembangunan desa secara objektif.

Sumber: Diolah Peneliti dari Pemerintah Desa Keper.

Tabel 5. Pelaksana Aplikasi Indeks DesaGambar 2. Sosialisasi Indeks Desa

Sumber: Dokumentasi 
Pemerintah Desa Keper.

Hasil dan Pembahasan



Aplikasi3
Implementasi Indeks Desa di Desa Keper
dilaksanakan sesuai tahapan dalam Peraturan
Menteri Desa PDTT Nomor 9 Tahun 2024
yang meliputi perencanaan, pelaksanaan,
serta pemantauan dan evaluasi. Tahap
perencanaan dilakukan melalui identifikasi isu
dan penyusunan instrumen kuesioner, tahap
pelaksanaan meliputi pengumpulan,
penginputan, serta pembahasan data melalui
musyawarah desa yang kemudian diverifikasi
dan divalidasi secara berjenjang hingga
tingkat kabupaten dan provinsi, sedangkan
tahap pemantauan dan evaluasi dilakukan
oleh pemerintah pusat, provinsi, dan
kabupaten/kota untuk menilai pelaksanaan
serta hasil pendataan Indeks Desa.

Gambar 3. Tampilan Hasil Indeks Desa Keper

Gambar 4. Tampilan Sistem Ketika Data 
Harus Diinput Ulang

Sumberr: Indeks Desa Pemerintah Desa Keper

Berdasarkan hasil observasi dan
wawancara, menghadapi kendala
antara lain tidak ditampilkannya
kembali data dan skor yang telah
diinput setelah proses verifikasi oleh
pihak provinsi sehingga operator
desa tidak dapat melihat capaian
indikator sebelumnya sebagai acuan
evaluasi. Selain itu, sistem aplikasi
juga tidak menampilkan informasi
batas waktu (deadline) pengisian
data secara jelas serta sering
mengalami gangguan akses seperti
loading lambat atau error ketika
mendekati tenggat pengumpulan
akibat tingginya jumlah pengguna.
Kondisi tersebut menyebabkan
operator desa harus melakukan
penginputan ulang data dan
mencoba akses sistem secara
berulang saat terjadi gangguan

Hasil dan Pembahasan



Temuan Penting Penelitian
Penelitian ini menunjukkan bahwa implementasi aplikasi Indeks Desa berbasis web di Desa Keper secara umum
telah berjalan dan mampu mendukung kegiatan pendataan serta pemantauan pembangunan desa secara lebih
terstruktur dan berbasis data. Hal ini terlihat dari keberhasilan desa mencapai nilai Indeks Desa sebesar 83,17
yang menempatkan Desa Keper pada kategori Desa Mandiri. Implementasi kebijakan juga didukung oleh
ketersediaan sumber daya manusia yang mampu mengoperasikan sistem digital serta sarana prasarana seperti
laptop dan jaringan internet. Namun demikian, penelitian ini juga menemukan beberapa kendala dalam
pelaksanaannya, seperti kekosongan jabatan Kasi Pemerintahan yang menyebabkan pengelolaan aplikasi
dialihkan kepada Kasi Pelayanan, keterbatasan sosialisasi dan bimbingan teknis kepada operator desa, serta
kendala teknis pada sistem aplikasi seperti tidak ditampilkannya kembali data setelah proses verifikasi dan
gangguan akses server ketika mendekati batas waktu pengisian data. Temuan tersebut menunjukkan bahwa
meskipun implementasi aplikasi telah berjalan dan memberikan hasil yang baik, masih diperlukan perbaikan pada
aspek kelembagaan, pendampingan teknis, dan stabilitas sistem aplikasi agar pemanfaatannya dapat lebih
optimal dalam mendukung perencanaan pembangunan desa.



Manfaat Penelitian

Memberikan pemahaman mengenai bagaimana implementasi aplikasi Indeks Desa
berbasis web dalam kegiatan pendataan dan pemantauan pembangunan desa, sehingga
dapat menjadi referensi bagi pemerintah desa maupun pemerintah daerah dalam
meningkatkan efektivitas pengelolaan data pembangunan desa. Penelitian ini juga
memberikan kontribusi praktis dengan mengidentifikasi berbagai kendala yang terjadi
dalam penggunaan aplikasi, seperti keterbatasan sumber daya manusia, kurangnya
pendampingan teknis, serta permasalahan sistem aplikasi, sehingga hasil penelitian dapat
menjadi bahan evaluasi bagi pihak terkait untuk memperbaiki mekanisme pelaksanaan,
meningkatkan kualitas sistem, serta memperkuat kapasitas aparatur desa agar
pemanfaatan aplikasi Indeks Desa dapat berjalan lebih optimal dalam mendukung
perencanaan pembangunan desa yang berbasis data.
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